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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau 

sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, 

dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di 

habitatnya. 

2. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan 

yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, 

gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi 

parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.   

3. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang 

ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan 

manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit 

Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung 

dengan media perantara mekanis seperti air, udara, 

tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui 

media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, 

atau jamur.  

4. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit 

Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian 

dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, 

dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, 

dan/atau bersifat zoonotik.  

5. Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit Hewan yang 

belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu 

wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

6. Penyidikan Penyakit Hewan yang selanjutnya disebut 

Penyidikan adalah kegiatan untuk menelusuri asal, 

sumber, dan penyebab penyakit dalam kaitannya dengan 

hubungan antara induk semang dan lingkungan.  

7. Surveilans Penyakit Hewan yang selanjutnya disebut 

Surveilans adalah pemantauan yang dilakukan secara 

terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera 

dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan 

terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang 

signifikan.  

8. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat 

berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di 

suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan 

Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana 

nonalam. 

9. Peta Penyakit Hewan adalah penempatan status dan 

situasi Penyakit Hewan dalam peta Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan kode-kode tertentu. 
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10. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang 

mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.  

11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan 

dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan 

masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan 

Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan 

akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, 

dan ketahanan pangan asal Hewan.  

12. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki 

kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. 

13. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa 

kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.  

14. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, 

kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi 

dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang 

diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi 

Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan. 

15. Daerah Bebas adalah Wilayah atau Kawasan yang tidak 

pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan Menular 

atau bebas historis atau yang semula terdapat kasus 

atau agen Penyakit Hewan Menular dan setelah 

dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi 

kasus atau agen Penyakit Hewan menular.  

16. Daerah Terduga adalah Wilayah atau Kawasan dengan 

status situasi bebas Penyakit Hewan Menular yang 

berbatasan langsung dengan daerah wabah atau daerah 

tertular, atau yang tidak dapat ditetapkan status situasi 

bebas atau status situasi tertular. 

17. Daerah Tertular adalah Wilayah atau Kawasan yang 

ditemukan kasus Penyakit Hewan Menular tertentu pada 

populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan. 

18. Daerah Wabah adalah Wilayah atau Kawasan dengan 

kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa 

timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu 

wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular 

mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam. 

19. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang 

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan 

tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan 

kesehatan Hewan. 

20. Sistem informasi kesehatan hewan nasional yang 

selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi 

kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa 

sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data 

laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta 

Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu 

lintas, serta data produksi dan populasi. 
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21. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.  

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian. 

23. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah 

pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan 

Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan perangkat 

daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.  

25. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang 

menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

 

Pasal 2 

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan 

dilakukan melalui kegiatan: 

a. Surveilans; 

b. Penyidikan; 

c. pemeriksaan dan pengujian; 

d. peringatan dini; dan 

e. pelaporan. 

 

BAB II 

SURVEILANS 

 

Pasal 3 

(1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

dilakukan terhadap: 

a. jenis Hewan;  

b. keberadaan agen Penyakit Hewan, vektor, dan 

reservoir Penyakit Hewan; 

c. Wilayah atau Kawasan tidak terdapat Penyakit 

Hewan; dan  

d. Wilayah atau Kawasan terdapat Penyakit Hewan.  

(2) Jenis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi: 

a. ternak; 

b. hewan kesayangan; dan/atau 

c. Satwa Liar. 

(3) Surveilans pada Wilayah atau Kawasan tidak terdapat 

Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilakukan untuk:  

a. deteksi dini kemungkinan Penyakit Hewan yang 

baru muncul, Penyakit Hewan yang muncul kembali 

dan/atau Penyakit Hewan Eksotik; dan/atau 
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b. menunjukan status Daerah Bebas Penyakit Hewan.  

(4) Surveilans Wilayah atau Kawasan terdapat Penyakit 

Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilakukan untuk: 

a. penemuan kasus Penyakit Hewan;  

b. mengukur prevalensi, insidensi, dan/atau sebaran 

geografis; dan/atau 

c. mendukung upaya pembebasan Penyakit Hewan. 

(5) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3)                    

dan ayat (4) dapat menggunakan cara lain sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Pasal 4 

(1) Deteksi dini kemungkinan Penyakit Hewan yang baru 

muncul, Penyakit Hewan yang muncul kembali, 

dan/atau Penyakit Hewan Eksotik, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan 

dengan metode Surveilans: 

a. berbasis pelaporan masyarakat; 

b. pelaporan negatif; 

c. partisipatif; 

d. sindromik; 

e. titik agregasi; dan/atau 

f. sentinel. 

(2) Status Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan metode 

Surveilans: 

a. berbasis risiko; 

b. pelaporan negatif;  

c. berbasis pelaporan masyarakat; 

d. partisipatif; dan/atau 

e. sindromik. 

(3) Penemuan kasus Penyakit Hewan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan 

dengan metode Surveilans: 

a. berbasis pelaporan masyarakat; 

b. partisipatif; 

c. berbasis risiko; 

d. sindromik; 

e. titik agregasi; dan/atau 

f. sentinel. 

(4) Prevalensi, insidensi, dan/atau sebaran geografis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b 

dilaksanakan dengan metode Surveilans: 

a. representatif; 

b. titik agregasi; 

c. partisipatif; dan/atau  

d. sentinel.  
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Pasal 5 

Ketentuan mengenai metode Surveilans sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.   

 

Pasal 6 

(1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dilakukan melalui pengumpulan data mengenai: 

a. agen Penyakit Hewan, vektor, dan reservoir Penyakit 

Hewan;  

b. induk semang berupa identitas Hewan dan data 

klinis;  

c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya 

Penyakit Hewan; dan/atau 

d. dampak Penyakit Hewan terhadap Kesehatan 

Hewan, manusia, dan lingkungan hidup. 

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:  

a. pengambilan sampel dan/atau spesimen;   

b. pelaporan iSIKHNAS; 

c. media massa; dan/atau  

d. media sosial, 

sesuai dengan target jenis Penyakit Hewan. 

(3) Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilengkapi data 

pendukung.  

(4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling sedikit memuat informasi: 

a. lokasi; 

b. jenis Hewan; 

c. kejadian Penyakit Hewan; 

d. jenis spesimen; 

e. jenis kelamin; 

f. tanggal pengambilan sampel; 

g. umur; dan 

h. jumlah populasi dalam kandang. 

(5) Kegiatan pengumpulan data mengenai dampak Penyakit 

Hewan terhadap Kesehatan Hewan, manusia, dan 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kementerian 

berkoordinasi dengan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 

kelautan dan perikanan, kesehatan, dan/atau 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
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Pasal 7 
Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara:  
a. aktif; dan/atau  

b. pasif. 
 

Pasal 8 
(1) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara aktif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus 

dilaksanakan berdasarkan desain Surveilans.  
(2) Desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau 
sewaktu-waktu. 

(3) Penyusunan desain Surveilans sewaktu-waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila 
adanya kasus Penyakit Hewan Menular baru atau 
berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor.  

(4) Desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 

a. tujuan Surveilans; 
b. jenis data yang dikumpulkan; 
c. metode survei; 
d. uji diagnostik yang digunakan; dan 
e. model kuisioner. 

(5) Desain Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan 
melibatkan pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, 
pejabat Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat 
veteriner, pejabat Otoritas Veteriner karantina, pejabat 

Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas 
Veteriner provinsi, Dokter Hewan Berwenang pada 
Kementerian dan/atau pejabat Otoritas Veteriner 
kementerian lainnya. 

 

Pasal 9 
Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara pasif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan 
tanpa desain Surveilans. 

 

Pasal 10 
(1) Pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen 

secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dilakukan oleh petugas terlatih. 

(2) Pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen 
secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dilakukan oleh petugas terlatih dan/atau masyarakat. 

(3) Petugas terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  

a. dokter hewan; 
b. paramedik veteriner; dan/atau 
c. petugas pengambil contoh.  
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Pasal 11 

(1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 dilaksanakan oleh: 

a. pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan; 

b. pejabat Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat 

veteriner;  

c. pejabat Otoritas Veteriner karantina hewan;   

d. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota; 

e. pejabat Otoritas Veteriner provinsi;  

f. Dokter Hewan Berwenang pada Kementerian; 

dan/atau  

g. pejabat Otoritas Veteriner kementerian lainnya. 

(2) Kegiatan Surveilans oleh pejabat Otoritas Veteriner 

Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan pejabat Otoritas Veteriner kesehatan 

masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan fungsi Kesehatan Hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner. 

(3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) melibatkan Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas 

Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner karantina 

hewan, dan/atau Otoritas Veteriner kementerian lainnya.  

 

Pasal 12 

(1) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas 

Veteriner karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaporkan kepada Otoritas 

Veteriner Kesehatan Hewan atau Otoritas Veteriner 

kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan 

kewenangannya.  

(2) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas 

Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaporkan kepada Otoritas 

Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner Kesehatan 

Hewan atau Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat 

veteriner sesuai dengan kewenangannya.  

(3) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Otoritas 

Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf e dilaporkan kepada Otoritas Veteriner 

Kesehatan Hewan atau Otoritas Veteriner kesehatan 

masyarakat veteriner sesuai dengan kewenangannya.  

(4) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Dokter Hewan 

Berwenang pada Kementerian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilaporkan kepada 

Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan atau Otoritas 

Veteriner kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan 

kewenangannya.  

(5) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner 

provinsi, dan Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, 
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Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner serta 

Dokter Hewan Berwenang pada Kementerian sesuai 

dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil 

Surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis.  

(6) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilengkapi dengan Peta Penyakit Hewan. 

 

Pasal 13 

Pelaporan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

disampaikan melalui iSIKHNAS.  

 

BAB III 

PENYIDIKAN  

 

Pasal 14 

(1) Penyidikan dilakukan jika: 

a. hasil Surveilans menunjukan adanya 

kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau 

penyebaran kasus suatu Penyakit Hewan di suatu 

Wilayah atau Kawasan; dan/atau 

b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu 

Wilayah atau Kawasan.  

(2) Selain hasil Surveilans dan adanya laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Penyidikan dapat dilakukan jika 

terjadi kasus zoonosis pada manusia. 

(3) Hasil Surveilans menunjukan kecenderungan 

peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a mengacu pada parameter epidemiologi. 

(4) Parameter epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) paling sedikit memuat adanya: 

a. peningkatan kasus di atas rata-rata kasus 2 (dua) 

tahun dari data sebelumnya; atau 

b. indikasi muncul Penyakit Hewan baru. 

(5) Laporan dugaan timbulnya Wabah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada laporan 

dari masyarakat dan/atau petugas kesehatan hewan. 

(6) Laporan dugaan timbulnya Wabah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui iSIKHNAS.  

 

Pasal 15 

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

meliputi: 

a. Penyidikan awal; dan 

b. Penyidikan lanjutan. 

(2) Penyidikan awal dan Penyidikan lanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner 

kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas 

Veteriner Kesehatan Hewan, dan Otoritas Veteriner 

kesehatan masyarakat veteriner dan/atau Dokter Hewan 

Berwenang pada Kementerian. 
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Pasal 16 

(1) Penyidikan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengambilan sampel 

dan/atau spesimen serta data pendukung. 

(2) Sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus diambil dari Hewan kasus dan Hewan 

terduga. 

(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada            

ayat (1) paling kurang memuat informasi: 

a. lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, 

dan/atau titik koordinat;  

b. identitas Hewan (bangsa, jenis Hewan, umur, jenis 

kelamin);  

c. jumlah Hewan sakit dan/atau mati;  

d. jumlah Hewan berisiko (population at risk);  

e. kronologi kejadian;  

f. Peta Penyakit Hewan; dan 

g. tindakan/respon yang dilakukan. 

 

Pasal 17 

(1) Penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 

a. penelusuran dan konfirmasi data, asal usul, 

sumber, dan agen Penyakit Hewan dalam hubungan 

antara agen dan Penyakit Hewan, induk semang dan 

faktor lingkungan hidup; dan/atau 

b. pengambilan sampel dan/atau spesimen.  

(2) Hasil terhadap Penyidikan lanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dokter Hewan 

Berwenang kepada pejabat Otoritas Veteriner 

kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, 

pejabat Otoritas Veteriner nasional.  

(3) Laporan Penyidikan lanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), sesuai dengan Format-1 tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB IV 

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN  

 

Pasal 18 

(1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap sampel 

dan/atau spesimen serta data pendukung. 

(2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel dan/atau 

spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi. 

(3) Dalam hal Laboratorium Veteriner yang terakreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, Menteri 

menetapkan Laboratorium Veteriner yang memiliki 
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kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang 

diperlukan.  

(4) Dalam menetapkan Laboratorium Veteriner sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Menteri harus 

mempertimbangkan sumber daya manusia yang 

berkompeten, peralatan yang memadai, dan 

menggunakan metodologi yang sahih. 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal ditemukan dugaan kasus Penyakit Hewan di 

suatu lokasi, pemeriksaan dan pengujian dapat 

dilakukan oleh petugas laboratorium atau petugas yang 

terlatih.  

(2) Pemeriksaan dan pengujian di lokasi ditemukannya 

kasus dugaan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan ketentuan: 

a. pemeriksaan awal yang memerlukan hasil cepat; 

b. mengurangi risiko penyebaran Penyakit Hewan 

akibat pengiriman sampel dan/atau spesimen ke 

laboratorium di daerah bebas Penyakit Hewan; atau  

c. penggunaan alat test kit. 

 

Pasal 20 

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (2) dilakukan untuk: 

a. meneguhkan diagnosis; 

b. mengidentifikasi agen Penyakit Hewan; 

c. mengidentifikasi bahan berbahaya; 

d. mengidentifikasi residu; dan  

e. mengidentifikasi bahan cemaran,  

dalam rangka Surveilans dan Penyidikan. 

 

Pasal 21 

Peneguhan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

huruf a dan pengidentifikasikan agen Penyakit Hewan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan 

melalui:  

a. pengumpulan data dan informasi;  

b. pemeriksaan klinis;  

c. pemeriksaan patologis; 

d. pemeriksaan lingkungan; dan/atau 

e. pengujian laboratorium. 

 

Pasal 22 

Pengidentifikasian bahan berbahaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui: 

a. pengumpulan data dan informasi; 

b. pemeriksaan patologis; 

c. pemeriksaan lingkungan; dan/atau 

d. pengujian laboratorium. 
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Pasal 23 

Pengidentifikasian bahan residu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf d dilakukan melalui: 

a. pengumpulan data dan informasi; dan/atau 

b.  pengujian laboratorium. 

 

Pasal 24 

Pengidentifikasian bahan cemaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui: 

a. pengumpulan data dan informasi; 

b. pemeriksaan lingkungan; dan/atau 

c. pengujian laboratorium. 

 

Pasal 25 

(1) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) dilaporkan kepada Otoritas 

Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, 

Otoritas Veteriner Kesehatan hewan, dan/atau Otoritas 

Veteriner kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimuat dalam iSIKHNAS. 

(3) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner 

provinsi, dan Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, 

dan/atau Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat 

veteriner sesuai dengan kewenangannya melakukan 

kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan 

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 26 

(1) Otoritas Veteriner kabupaten/kota, Otoritas Veteriner 

provinsi dan Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan 

dan/atau Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat 

veteriner menyampaikan hasil kajian epidemiologis 

Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Pasal 25 ayat (3) kepada pejabat Otoritas Veteriner 

nasional.  

(2) Pejabat Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan 

hasil kajian epidemiologis Penyakit Hewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Pejabat Otoritas Veteriner nasional menyampaikan hasil 

koordinasi kajian epidemiologis Penyakit Hewan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri 

untuk ditetapkan sebagai status situasi Penyakit Hewan 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB V 

PERINGATAN DINI 

 

Pasal 27 

(1) Bupati/wali kota atas rekomendasi Otoritas Veteriner 

kabupaten/kota dapat melakukan peringatan dini 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tindakan darurat yang dilakukan: 

a.  di Daerah Bebas dan Daerah Tertular sebelum 

adanya penetapan Wabah oleh Menteri; dan 

b. jika hasil kegiatan Surveilans, Penyidikan, serta 

pemeriksaan dan pengujian mengindikasikan 

terjadinya Wabah. 

 

Pasal 28 

Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam memberikan 

rekomendasi peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 didasarkan pada hasil Surveilans, Penyidikan, dan 

pemeriksaan dan pengujian yang mengindikasikan terjadinya 

Wabah dari iSIKHNAS.  

 

Pasal 29 

Dalam hal bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (1) tidak melakukan peringatan dini dalam 

kurun waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak 

munculnya tanda indikasi Wabah di iSIKHNAS, pejabat 

Otoritas Veteriner nasional dan gubernur sesuai dengan 

kewenangannya melakukan peringatan dini. 

 

Pasal 30 

(1) Peringatan dini disertai surat peringatan dini, sesuai 

dengan Format-2 sampai dengan Format-4 tercantum 

dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Surat peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. 

 

Pasal 31 

Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pembatasan dan 

pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media 

pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan 

Wabah Penyakit Hewan antar kabupaten/kota dalam provinsi 

yang bersangkutan. 

 

Pasal 32 

(1)  Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

sampai dengan Pasal 31 disampaikan kepada masyarakat 

melalui komunikasi, informasi dan edukasi.     
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(2) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk media elektronik 

dan/atau media non elektronik. 

 

Pasal 33 

(1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

dilakukan terhadap seluruh lalu lintas Hewan rentan 

terhadap Penyakit Hewan, produk Hewan, dan media 

pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi 

menyebarkan Penyakit Hewan setelah diterbitkannya 

surat peringatan dini. 

(2) Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit 

Hewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi 

persyaratan teknis Kesehatan Hewan. 

(3) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 34 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

dilakukan oleh Otoritas Veteriner karantina hewan, 

Otoritas Veteriner provinsi, dan/atau Otoritas Veteriner 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

 

Pasal 35 

Selain pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 

pembatasan dilakukan terhadap lalu lintas Hewan rentan, 

produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya 

yang berisiko tinggi yang menyebarkan Penyakit Hewan dari 

provinsi ke provinsi lainnya.  

 

BAB VI 

PELAPORAN 

 

Pasal 36 

(1) Pelaporan memuat hasil kajian epidemiologis Penyakit 

Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) 

dan Pasal 25 ayat (3). 

(2) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner 

kabupaten/kota kepada bupati/wali kota untuk 

dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan 

tembusan kepada Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas 

Veteriner nasional.  
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Pasal 37 
(1) Penyampaian rekomendasi dari hasil kajian epidemiologis 

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 36 ayat (2) dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota untuk 
dilaporkan kepada gubernur dan Menteri dengan 
tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur 
Jenderal. 

(2) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner 
provinsi kepada gubernur untuk dilaporkan kepada 
Menteri dengan tembusan kepada pejabat Otoritas 
Veteriner nasional.  

(3) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yang mengindikasikan terjadinya Wabah 
dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur dan 
Menteri dengan tembusan kepada bupati/wali kota yang 
wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular Penyakit 
Hewan.  

(4) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan terjadinya 
Wabah dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri dengan 
tembusan kepada:  
a. bupati/wali kota yang berada di dalam Wilayah 

provinsi bersangkutan; dan 
b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular Penyakit 

Hewan dari provinsi yang terjangkit Penyakit Hewan. 
 

Pasal 38 

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 dan/atau laporan dari pejabat Otoritas Veteriner 
nasional, Menteri menetapkan jenis, status situasi, dan 
Peta Penyakit Hewan.  

(2) Penetapan status situasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat dikecualikan tanpa menggunakan laporan 
hasil kajian epidemiologis untuk: 
a. penetapan pertama kali; dan 
b. dibatasi status situasi Daerah Bebas, Daerah 

Terduga, dan Daerah Tertular.  

(3) Jenis, status situasi, serta Peta Penyakit Hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 
iSIKHNAS yang dapat diakses oleh Otoritas Veteriner 
kabupaten/kota, Otoritas Veteriner provinsi, Otoritas 

Veteriner Kementerian, Dokter Hewan Berwenang pada 
kementerian, dan masyarakat. 

 
Pasal 39 

(1) Jenis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (1) terdiri atas Penyakit Hewan Menular 
wajib dilaporkan, Penyakit Hewan Menular strategis, 
zoonosis prioritas, dan Penyakit Hewan Eksotik.  

(2) Penyakit Hewan Menular wajib dilaporkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dapat mengacu pada daftar 

organisasi Kesehatan Hewan dunia atau World 
Organisation for Animal Health (WOAH). 
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Pasal 40 
Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) dapat berupa Daerah Bebas, Daerah 
Terduga, Daerah Tertular, atau Daerah Wabah. 

 
Pasal 41 

(1) Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam                   
Pasal 40 harus memenuhi kriteria tidak ditemukan kasus 
dan agen Penyakit Hewan Menular, setelah dilakukan 

pengamatan.  
(2) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditemukan kasus atau agen Penyakit Hewan 
Menular pada Hewan didatangkan dari luar 
wilayah/pendatang (non indigenous), status Daerah 

Bebas ditangguhkan sementara sampai dapat dibuktikan 
tidak ada penularan ke Hewan lain (indigenous), tetap 
berstatus Daerah Bebas. 

(3) Dalam hal Daerah Bebas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk penyakit brucellosis dengan prevalensi di 
bawah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari populasi 
kelompok, tetap berstatus Daerah Bebas. 

 
Pasal 42 

(1) Daerah Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
untuk kompartemen tetap berlaku apabila: 
a. tidak ditemukan adanya kasus dan agen Penyakit 

Hewan berdasarkan hasil pelaporan dan/atau 
Surveilans yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam setahun; dan 
b. melakukan rekonfirmasi status Daerah Bebas. 

(2) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b memuat informasi paling sedikit: 
a. hasil Surveilans;  

b. hasil investigasi terhadap kasus yang muncul; dan 
c. pemuktahiran data jika terdapat perubahan 

terhadap isi dokumen persyaratan teknis, 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember setiap tahun. 

(3) Rekonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaporkan melalui iSIKHNAS paling lambat           
tanggal 31 Januari tahun berikutnya. 

 
Pasal 43 

Daerah Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus 
memenuhi kriteria: 
a. ditemukan Kasus Penyakit Hewan secara klinis atau 

epidemiologis yang belum dibuktikan dengan konfirmasi 
hasil uji Laboratorium Veteriner; atau 

b. adanya indikasi agen Penyakit Hewan Menular 
berdasarkan uji laboratorium yang belum terkonfirmasi. 
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Pasal 44 
Daerah Tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus 
memenuhi kriteria ditemukan adanya kasus atau agen 
Penyakit Hewan Menular pada populasi Hewan rentan. 

 
Pasal 45 

Daerah Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus 
memenuhi kriteria: 
a. Penyakit Hewan sudah ada dalam Wilayah atau Kawasan;  

b. kasus meningkat di atas rata-rata: 
1. setiap bulan dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya 

ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; dan 
2. pada bulan tertentu dalam waktu 3 (tiga) tahun 

sebelumnya ditambah 2 (dua) kali standar deviasi; 

atau 
c. Penyakit Hewan Eksotik.  

 
Pasal 46 

(1) Penetapan status situasi penyakit hewan oleh Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan 
ketentuan: 
a. bebas, terduga, dan tertular selama 1 (satu) tahun, 

dan harus ditinjau; dan 
b. Wabah paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat 

diperpanjang. 
(2) Status situasi Wabah yang tidak diperpanjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara 
otomatis berubah menjadi status situasi tertular. 

 

Pasal 47 
Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 disertai dengan Peta Penyakit Hewan. 

 
Pasal 48 

Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 digunakan dalam penetapan kebijakan: 
a.  tindakan memutus mata rantai penularan Penyakit 

Hewan; 
b. pengamanan Daerah Bebas, Daerah Terduga, dan Daerah 

Tertular; 
c. pemberantasan di Daerah Tertular dan Daerah Wabah; 
d.  respon cepat di Daerah Terduga, Daerah Tertular, atau 

Daerah Wabah; dan 

e. peringatan dini di Daerah Bebas dan Daerah Tertular. 
 

Pasal 49 
Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
disusun berdasarkan hasil Surveilans, Penyidikan, 

pemeriksaan dan pengujian, dan/atau kajian epidemiologi. 
 

Pasal 50 
Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
dalam bentuk: 

a. temporal; dan/atau  
b. spasial.  
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Pasal 51 
Peta Penyakit Hewan dalam bentuk temporal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilengkapi data tabulasi 
atau tabel yang memuat paling sedikit: 

a. kejadian Penyakit Hewan setiap bulan untuk 1 (satu)  
tahun terakhir; dan 

b. kejadian Penyakit Hewan setiap tahun untuk 5 (lima) 
tahun terakhir. 

 

Pasal 52 
Peta Penyakit Hewan dalam bentuk spasial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dibuat berbasis:  
a. desa;   
b. kecamatan;  

c. kabupaten/kota; dan/atau 
d. provinsi. 

 
Pasal 53 

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada dalam 

Pasal 50 dibuat oleh: 
a.  unit pelaksana teknis veteriner berkoordinasi dengan 

pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/ kota untuk peta 
berbasis desa dan kecamatan; 

b. unit pelaksana teknis veteriner berkoordinasi dengan 

pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas 
Veteriner Kesehatan Hewan untuk Peta Penyakit Hewan 
berbasis kabupaten/kota; dan 

c. pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan 
berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis veteriner dan 

pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk Peta Penyakit 
Hewan berbasis provinsi. 

 
Pasal 54 

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

dengan status situasi: 
a.  Daerah Bebas ditandai warna hijau; 
b.  Derah Terduga ditandai warna kuning; 
c. Daerah Tertular ditandai warna merah; dan 
d. Daerah Wabah ditandai warna merah tua. 

 
Pasal 55 

Peta Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
harus dicetak dan/atau dimuat dalam iSIKHNAS. 

 
BAB VI 

PENUTUP 
 

Pasal 56 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Agustus 2023 

MENTERI PERTANIAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

SYAHRUL YASIN LIMPO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Agustus 2023 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ASEP N. MULYANA 
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